KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat, maka perlu dilakukan peningkatan
integritas pengelola dan penyelenggara negara;

bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan
penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu diatur pengendalian terhadap
gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat tentang Pembentukan Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun

2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari



korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor S tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4450);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Bikrokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90
Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 444);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata. Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 2023 Nomor 172);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026.

: Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun
2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

: Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan
penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian
gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat;

2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan
laporan pemberian gratifikasi kepada Unit Pengendalian
Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan
kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Lahat
melalui Sekretaris KPU Kabupaten Lahat;

4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi aturan gratifikasi
kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU
Kabupaten Lahat;



5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit

Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sumatera Selatan
dalam pelaksanaan peraturan mengenai gratifikasi;

. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu
dan/atau setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten
Lahat  terkait pemantauan  penerapan  program
pengendalian gratifikasi;

. Menjamin  kerahasiaan laporan  gratifikasi yang
disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan KPU

Kabupaten Lahat dan/atau pihak ketiga.



O Memompoikan  laporan  borkals kepada Unm
Pengeodalian  Grotfikase KU Rl dengan  wembusan
kepada Unit Pengendalian Gratifikons KPU  Provinei
Sumotern Sclawmn  tontang  perkembangan,/ rekopouias
pelugorin pencrenasn  grutifikug  dan/otou  penivetoran
grutifika i Lngkungan KU Kabupaten Lahat

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulal beriaku poda tanggal ditetapican,

Ditetapkan di Lahat
poda tanggal, 5 Jansan 2007
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT,
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LAMPIRAN

KEFUTUSAN  KOMISE  PEMILIMAN - UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 10 TAMUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUANX TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASL DI LINGKUNGAN
KOMIES PEMILINAN UMUM KANUPATEN LAHAT
TAHUN 2005

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIXAS]
DI LIROKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM EABUPATEN LAHAT

TAHUN 2025
- NO. NAMA JABATAN KEDLUDUSAN
DALAM SATOAS
I | Banam Kevua Fengarah
2| Agusman Asiom Anggota Preguruh
BRI Angzta Pregenh
& [ Fve Mroriani Aswgrita Pengaenh
5 | E¥a Rand Anggota Fengacah
6. | Mery Aspgiorunny W.mmm Ketin
WMM
Hukum
8| Tealik Haayat Kepada Sud Bagian Partisiposi, Anggota
Hutungan Masyarakar dan S0OM
9. | Prayudi lrawan liepain Sub Bagan Keuangun, Azggoto
Ui, dan Logsiik
Duta dan nlomasi
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,
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